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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
cksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
berlaku terhadap:

i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
kepetluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

i penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan
hidayahnyalah sehingga buku yang berjudul hukum feminis di
Indonesia dapat diselesaikan. Pada dasarnya embrio dari buku ini
berasal dari Disertasi penulis yang berjudul Perlindungan Hukum
Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak
Dipenuhinya Janji Kawin Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari
lengkap dan sempurna , oleh karena itu penulis berharap segala
saran, masukan, bahkan kritik dari para pembaca sekalian untuk
lebih melengkapi penyempurnaan materi buku ini pada
penerbitan yang akan datang.

Penulis berharap meskipun buku ini masih memiliki keterbatasan
dan kekurangan, buku ini tetap memberikan sumbangan
pemikiran berarti dalam memenuhi harapan dalam menambah
dan memperkaya literatur . Selanjutnya buku ini juga diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan bagi seluruh komponen masayrakat .
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BAB 1
PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan
jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga
negaranya secara kodrati dan memberikan penghargaan atas hak-
hak yang dimilikinya dalam bentuk aturan normatif dari suatu
konstitusi. Karena hak asasi manusiaitu sendiri ditemukan dalam
hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.! Untuk itu setiap
manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh
siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang secara
umum paham Negara hukum dapat dilihat dari tiga prinsip dasar,
yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan
hukum (equality before the law), dan penegakan hukum. Pada
setiap Negara hukum dalam penjabarannya akan terlihat ciri-ciri
adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber
dari konsep dan pengakuan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi
manusia, dari Pancasila yang merupakan ideologi dan falsafah
hidup memberi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Tahun

1945.

I Anton Baker, dalam Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum
Feminis Terhadap KUHP, Revika Aditama, 2008, Him 1

1



Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia, dilandasi dengan asas-asas hak asasi
diataranya’ pertama Undang-undang ini menegaskan komitmen
bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan manusia (pasal 2) dinyatakan bahwa Negara Republik
Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak Asasi manusia
dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan
tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Untuk itu Negara disebut
sebagai unsur utama pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3
dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat
yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum. Ketiga, Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak
dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang
termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

2 Ibid, HIm. 25 (Asas-Asas Hak Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia)



Konsep Hak Asasi Manusia bertujuan untuk
membangun kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui
menghormati dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi Perempuan adalah Hak asasi manusia.
Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari
penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen
internasional dalam Deklarasi PBB tahun 1993, maka
perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi
perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-
lembaga Negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun Partai
politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga
Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk
melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan .

Perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat
mempunyai hak yang sama dalam mengisi kemerdekaan dan
perubahan untuk kemajuan perempuan, sehingga harus
dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya.
Dalam pengaturan beberapa konvensi internasional tujuan

utamanya adalah untuk dapat memahami dengan lebih mendalam



tentang konvesi yang terkait dengan perempuan agar menjadi

tolak ukur kesetaraan dan keadilan untuk perempuan.



